
 

 

 

BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  

NOMOR :    67   TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022  

TENTANG 

TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN  

DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  

DI KABUPATEN PROBOLINGGO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : Bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  81  ayat  (5),  

Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta tertib 

administrasi pengalokasian Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati  

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran 

Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Probolinggo. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13   

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan                  

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                    

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas  

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                    

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI  NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA ALOKASI 

DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI 

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

DI KABUPATEN PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Probolinggo (Berita 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri G), diubah sebagai 

berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Penyaluran ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

dilakukan tiap bulan. 

(2) Penyaluran ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa memenuhi 

persyaratan penyaluran. 

(3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan ketentuan : 

a. penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 

bulan Januari, Pebruari dan Maret dilakukan setelah Desa memenuhi 

persyaratan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa tahun berjalan, Laporan Aset tahun sebelumnya dan Berita Acara 

Rekonsiliasi tahun sebelumnya; 

b. Penyaluran Penghasilan Tetap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

untuk bulan April, Mei dan Juni dilakukan setelah Desa memenuhi 

persyaratan Berita Acara Rekonsiliasi aset Desa tahun berjalan dan LPPD 

Desa tahun sebelumnya; 
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c. Penyaluran Penghasilan Tetap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

bulan Juli, Agustus dan September dilakukan setelah Desa memenuhi 

persyaratan Berita Acara Rekonsiliasi semester 1 tahun berjalan; 

d. Penyaluran Penghasilan Tetap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

bulan Oktober, Nopember dan Desember dilakukan setelah Desa 

memenuhi persyaratan penyelesaian RKP Desa tahun selanjutnya. 

 

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8 A dan     

Pasal 8 B sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 A 

Penyaluran ADD non Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa  

dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : 

a. semester I sebesar 50% (lima puluh perseratus); 

b. semester II sebesar 50% (lima puluh perseratus). 

 

Pasal 8 B 

(1) Penyaluran ADD untuk Alokasi Khusus Pembangunan Desa dapat dilakukan 

sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Dalam hal penyaluran dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), maka dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I                  

sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan tahap II sebesar 50%                               

(lima puluh perseratus) sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(3) Pencairan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

paling lambat pada bulan September setelah desa menyelesaikan                           

sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari kegiatan tahap I 

dengan dibuktikan Berita Acara Monitoring progres kemajuan fisik dan 

dokumentasi fisik oleh Tim Kecamatan. 

(4) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 

Keputusan Camat. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                       

Kabupaten Probolinggo. 

 

Ditetapkan di               Probolinggo 

Pada tanggal   12  Oktober 2022 

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal  12 Oktober  2022 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

          Pembina Utama Madya 

     NIP. 19621225 198508 1 002 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 67 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

PRIYO SISWOYO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680412 199103 1 025 

 

 

 

 

 

 

 

 


